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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara  perdata

permohonan  dalam tingkat  pertama,  memberi  Penetapan   sebagai  berikut  dalam

perkara permohonan :

Hj.  Entin Sumartini, tempat tanggal  lahir Bekasi  tanggal  08 Januari  1975,

Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Kampung Bojong Rt.003 Rw.001

Desa  Bojongsari,  Kecamatan  Kedungwaringin,  Kabupaten

Bekasi,selanjutnya disebut sebagai….…….………PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah  membaca  Penetapan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  Cikarang

tertanggal  1 April  2019 Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim

untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi Pemohon dimuka

persidangan ;

Telah  memeriksa  bukti   –  bukti  surat  yang  diajukan  oleh  Pemohon

dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April

2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 1 April 2019

dalam  Register  Nomor  132Pdt.P/2019/PN  Ckr  telah  mengemukakan  hal  –  hal

sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon adalah dan Warga  Negara  Republik  Indonesia  yang  lahir  di

Bekasi  pada  tanggal  08  Januari  1975  sesuai  dengan  kutipan  akta  kelahiran

No.3216-LT-03042018-0066 tertanggal 3 April 2018 anak kesatu perempuan dari

ibu Yati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bekasi  ;

2. Bahwa  Pemohon  mempunyai  AJB  No.105/AJB-IDW/V/1999  atas  nama  Hj.

Fatimah  sebidang  tanah  seluas  227m2,  Akta  Hibah  atas  nama  Hj.  Fatimah

dengan  Nomor  Akta  Hibah  80-2012  tercatat  tanggal  30  Oktober  2011  denga

berupa  sebidangn  nomor  132/Kep..32.11/X/2011  yang  dihibahkan  kepada  Siti

Solehah Rahmah Tunisia  berupa sebidang sawah dengan luas 4.594m2,  Akte
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Hibah atas nama                   Hj. Fatimah dengan nomor akta hibah 80-2012

tercatat  tanggal  05  Oktober  2011  dengan  nomor  132/kep.32.11/X/2011  yang

dihibahkan  kepada  Alya  Aulia  Maulidah  berupa  sebidang  tanah  sawah seluas

4.111m2 ;

3.  Bahwa dahulu Pemohon menggunakan nama Hj. Fatimah atas dasar kartu tanda

penduduk dengan nomor tidak ingat (sudah diambil kecamatan Kedungwaringin,

karena diganti KTP yang terbarru atas nama Hj. Entin Sumartini dengan nomor

3216124801750004) ; 

4. Bahwa Pemohon pada tahun 1995 setelah pulang haji oleh orang tua Pemohon

diberi nama Hj. Fatimah yang semula Entin Sumartini ;

5. Bahwa  Pemohon  menggunakan  nama  Hj.  Fatimah  dokumen  kependudukan

Pemohonpun menggunakan nama tersebut (KTP sudah diambil kecamatan) ;

6. Bahwa semenjak Pemohon mengganti nama, Pemohon belum pernah mengurus

penetapan penggantian nama ke Pengadilan Negeri dikarenakan ketidaktahuan

Pemohon ;

7. Bahwa untuk memenuhi persyaratan dan administrasi kependudukan mengenai

pergantian nama Pemohon maka Pemohon memerlukan ijin berupa penetapan

dari Pengadilan Negeri Setempat ;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  mohon  kepada  Bapak

Pengadilan  Negeri  Cikarang  sudilah  kiranya  menerima  permohonan  ini  dan

selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :    

1. Mengabulkan  permohonan  Pemohon ;

2. Menetapkan  Pemohon  yang  bernama  Hj.  Entin  Sumartini  dengan  nama  Hj.

Fatimah  adalah  orang  yang  sama  sesuai  dengan  dokumen  kependudukan

Pemohon, pada kutipan akta kelahiran Pemohon nomor AL.662.0588654, Kartu

Tanda  Penduduk  dengan  NIK  32161248017500004,  Kartu  Keluarga

No.3216120503130004,  Kutipan  akte  kelahiran  anak  perempuan  pertama

dengan  No.3216-LT-26062018-0166  atas  nama  Siti  Solehah  Rahmah  Tunisia

tertanggal  26  Juni  2018,  Kutipan  Akte  kelahiran   anak  kedua  No.  3216-LT-

06042018-0117 atas nama Alya Auliah Maulidah tertanggal 06 April 2018, Ijazah

No.02 OA oa 0334273 yang seterusnya akan tetap menggunakan nama Hj. Entin

Sumartini, paspor Pemohon No.C0153186 atas nama Entin Sumartini  ;

3. .Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
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Menimbang,  bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon

datang  menghadap  sendiri  dipersidangan  dan  sebelum  permohonan  Pemohon

dibacakan, Pemohon memperbaiki permohonannya ;

Menimbang,  bahwa  setelah  Pemohon  membacakan  permohonannya,

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut : 

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Entin Sumartini  (Pemohon)

NIK . 3216124801750004 (bukti P.1);

2. Fotocopy  Kartu  Keluarga  atas  nama  Kepala  Keluarga  Hj.  Entin  Sumartini

(Pemohon) No.3216120503130004 (bukti P.2);

3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Pebayuran No.

02 OA oa 0334273 atas nama Entin Sumartini (bukti P.3)

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3216-LT-03042018-0056 atas nama Entin

Sumartini (bukti P.4) ;

5. Fotocopy  Paspor  Republik  Indonesia  No.  C0153186  atas  nama  Entin

Sumartini Dahyat (bukti P.5) ;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/71/IV/2017/KEPEND atas nama Hj.

Entin  Sumartini/Hj.  Fatimah  adalah  satu  orang  yang  sama  dari  kantor

Kecamatan Kedungwaringin  (bukti P.6);

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3216-LT-26002018-0166 atas nama Siti

Solehah Rahmah Tunisia (bukti P.7) ;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3216-LT-06042018-0117 atas nama Alya

Aulia Maulidiah (bukti P.8) ;

9. Fotocopy Akta Hibah No. 74/2012, tanggal 19 Maret 2012, (bukti P.9) ;

10.Fotocopy Akta Hibah No. 75/2012, tanggal 19 Maret 2012, (bukti P.10) ;

11.Fotocopy Akta Hibah No. 76/2012, tanggal 19 Maret 2012, (bukti P.11) ;

12.Fotocopy Akta Hibah No. 78/2012, tanggal 19 Maret 2012, (bukti P.12) ;

13.Fotocopy Akta Hibah No. 80/2012, tanggal 19 Maret 2012, (bukti P.13) ;

14.Fotocopy Akta Hibah No.81/2012, tanggal 19 Maret 2012, (bukti P.9) ;
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Menimbang, bahwa  fotocopy  bukti-bukti  surat  (P.1  sampai  dengan  P.14)

tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah pula

diberi meterai yang cukup ;

Menimbang,  bahwa selain mengajukan bukti-bukti  surat tersebut, Pemohon

juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah

dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.  SAKSI -------------------------------------------------:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adik dari saksi ;

- Bahwa setahu saksi, sejak kecik Pemohon bernama Entin Sumarni dan pada

saat setelah pulang dari haji Pemohon juga dipanggil dengan Hj. Fatimah oleh

orang tua Pemohon ;

- Bahwa  setahu  saksi,  di  lingkungan  tempat  tinggalnya  Pemohon,  Pemohon

untuk sehari-harinya di panggil dengan nama panggilan Hj. Entin Sumarni atau

Hj. Fatimah ;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Hj.Enting  Sumartini  dengan  Hj.  Fatimah  adalah

orang yang sama dan bukan orang lain ;

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan ini  adalah karena

terdapatnya perbedaan nama-nama Pemohon didalam dokumen -  dokumen

Pemohon ;

- Bahwa  saksi  tahu  bahwa  dengan  adanya  perbedaan  identitas  Pemohon

tersebut,  maka  Pemohon  mengajukan  permohonan  Penetapan  tentang

penegasan nama Pemohon kepada Pengadilan Negeri  sesuai  dengan yang

terdapat  didalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sekarang ini,  yaitu  Hj.

Entin Sumartin dengan Hj. Fatimah adalah orang yang sama dan bukan orang

lain;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon selama ini  tidak mempunyai hutang piutang

dengan pihak bank atau dengan pihak yang lainnya ;

2. SAKSI -------------------------------------------------------------:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman sekolah

dari saksi ;

- Bahwa setahu saksi, sejak kecik Pemohon bernama Entin Sumarni dan pada

saat setelah pulang dari haji Pemohon juga dipanggil dengan Hj. Fatimah oleh

orang tua Pemohon ;
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- Bahwa  setahu  saksi,  di  lingkungan  tempat  tinggalnya  Pemohon,  Pemohon

untuk sehari-harinya di panggil dengan nama panggilan Hj. Entin Sumarni atau

Hj. Fatimah ;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Hj.Enting  Sumartini  dengan  Hj.  Fatimah  adalah

orang yang sama dan bukan orang lain ;

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan ini  adalah karena

terdapatnya perbedaan nama-nama Pemohon didalam dokumen -  dokumen

Pemohon ;

- Bahwa  saksi  tahu  bahwa  dengan  adanya  perbedaan  identitas  Pemohon

tersebut,  maka  Pemohon  mengajukan  permohonan  Penetapan  tentang

penegasan nama Pemohon kepada Pengadilan Negeri  sesuai  dengan yang

terdapat  didalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sekarang ini,  yaitu  Hj.

Entin Sumartin dengan Hj. Fatimah adalah orang yang sama dan bukan orang

lain;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon selama ini  tidak mempunyai hutang piutang

dengan pihak bank atau dengan pihak yang lainnya ;

Menimbang, bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  Pemohon

membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan

saksi-saksi lagi, melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa  untuk  menyingkat  uraian  Penetapan  ini,  maka  segala

sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan ini,  dianggap termasuk

dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti

tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana tersebut  diatas,  yaitu  menegaskan nama Pemohon yang ditulis dan

dibaca Hj. Entin Sumartini  dan Hj. Fatimah, yanag lahir di  Bekasi pada tanggal 8

Januari 1975, orangnya adalah satu dan sama itu-itu juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk

atas  nama  Hj.  Entin  Sumartini  (Pemohon)  NIK.  3216124801750004   ,  Fotocopy

Keluarga No.3216120503130004 atas nama Kepala Hj. Entin Sumartini (bukti P.2),

Surat  Tanda  Tamat  Belajar  Sekolah  Dasar  Negeri  1  Pebayuran  No.  02  OA oa

0334273 atas  nama Entin  Sumartini  (bukti  P.3),  Fotocopy Kutipan Akta  Kelahiran
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No.3216-LT-03042018-0056 atas nama Entin Sumartini (bukti P.4) Fotocopy Paspor

Republik  Indonesia  No.  C0153186  atas  nama  Entin  Sumartini  Dahyat  (bukti  P.5)

Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/71/IV/2017/KEPEND atas nama Hj. Entin

Sumartini/Hj.  Fatimah  adalah  satu  orang  yang  sama  dari  kantor  Kecamatan

Kedungwaringin  (bukti P.6), oleh karenanya Pengadilan Negeri Cikarang berwenang

untuk mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa  selanjutnya  dari  surat-surat  bukti  P.1  s/d  P.14

dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon, dimana data Pemohon yang

terdapat pada identitas lama Pemohon, yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama

Pemohon  tercatat  dengan  nama  Hj.  Entin  Sumartini  dan  Hj.  Fatimah,  pada  hal

orangnya sama, sehingga untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari,

maka Pemohon mengajukan Penetapan tentang penegasan nama Pemohon  antara

kedua identitas tersebut  terlebih  dahulu   kepada   Pengadilan Negeri sesuai dengan

domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa  didalam  Pasal 13 KUHPerdata yang menyebutkan “Bila

daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsukan, diubah, dirobek, dimusnahkan,

digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila

dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka

hal-hal  itu  dapat  menjadi  dasar  untuk  mengadakan  penambahan  atau  perbaikan

dalam daftar itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon sebagaimana tertulis Kartu

Tanda Penduduk atas nama Hj. Entin Sumartini (Pemohon) NIK. 3216124801750004

, Fotocopy Keluarga No.3216120503130004 atas nama Kepala Hj. Entin Sumartini

(bukti P.2), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Pebayuran No. 02 OA

oa 0334273 atas nama Entin Sumartini (bukti P.3), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran

No.3216-LT-03042018-0056 atas nama Entin Sumartini (bukti P.4) Fotocopy Paspor

Republik  Indonesia  No.  C0153186  atas  nama  Entin  Sumartini  Dahyat  (bukti  P.5)

Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/71/IV/2017/KEPEND atas nama Hj. Entin

Sumartini/Hj.  Fatimah  adalah  satu  orang  yang  sama  dari  kantor  Kecamatan

Kedungwaringin  (bukti P.6),  pada hal orangnya sama, sehingga untuk menghindari

permasalahan hukum di  kemudian hari,  maka  Pemohon mengajukan Penetapan

tentang penegasan nama Pemohon antara kedua identitas tersebut terlebih dahulu

kepada Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa  nama  Pemohon  tersebut  tidak  bertentangan  dengan

hukum  yang  berlaku,  tidak  melanggar  susila  ataupun  norma-norma  yang  hidup

didalam  masyarakat  Indonesia  serta  tidak  dimaksudkan  untuk  hal-hal  tertentu
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ataupun tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk

kepentingan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen penting Pemohon serta untuk

menghindari permasalahan hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersesuaian dengan

surat-surat bukti Pemohon dan keterangan kedua saksi Pemohon, maka permohonan

Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Pengadilan

berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-

undang dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap redaksional  atau format petitum  permohonan

Pemohon , Majelis memandang perlu untuk disempurnakan, sehingga selengkapnya

berbunyi sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang,  bahwa oleh karena permohonan ini  adalah untuk kepentingan

Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada

Pemohon ;

Mengingat, ketentuan  Pasal  13  KUHPerdata  serta  peraturan  perundang-

undangan yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan  permohonan  Pemohon ;

2. Menetapkan  Pemohon  yang  bernama  Hj.  Entin  Sumartini  dengan  nama  Hj.

Fatimah  adalah  orang  yang  sama  sesuai  dengan  dokumen  kependudukan

Pemohon, pada kutipan akta kelahiran Pemohon nomor AL.662.0588654, Kartu

Tanda  Penduduk  dengan  NIK  32161248017500004,  Kartu  Keluarga

No.3216120503130004, Kutipan akte kelahiran anak perempuan pertama dengan

No.3216-LT-26062018-0166 atas nama Siti  Solehah Rahmah Tunisia tertanggal

26 Juni 2018, Kutipan Akte kelahiran  anak kedua No. 3216-LT-06042018-0117

atas nama Alya Auliah Maulidah tertanggal 06 April  2018, Ijazah No.02 OA oa

0334273 yang seterusnya akan tetap menggunakan nama Hj.  Entin Sumartini,

paspor Pemohon No.C0153186 atas nama Entin Sumartini  ;

3. Menghukum  Pemohon  untuk   membayar   biaya  permohonan  ini  sejumlah

Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari  Selasa,  tanggal  16  April  2019 oleh kami

CHANDRA RAMADHANI,SH,MH Hakim  Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk

untuk mengadili  perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Cikarang tanggal 1 April 2019 No. 132/Pdt.P.2019/PN Ckr,  penetapan mana
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pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan  yang  terbuka  untuk  umum oleh

Hakim tersebut,  dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH.MH  Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh  Pemohon -

     Panitera Pengganti,           Hakim tersebut,

                         

            SUTRISNO, SH.MH               CHANDRA RAMADHANI,SH,MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Biaya Proses : Rp.   50.000,-

3. Redaksi : Rp.    10.000,-

4. Meterai : Rp.       6.000,-

J U M L A H : Rp.     96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)
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